Mengingat

sehingga perlu d:ietapkan dmgan

hukum maupun mrﬂ‘ '

bahwa berdasarkan pe‘rﬁmhangan sebE
huruf a dan huruf b, perlu menecta

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Keb :
Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dam H‘nyra; Re@ |
Indenesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentuk

Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Pﬁqmnai
Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Tahun 2003 Namm: ﬁa@; |
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
Peraturan  Pemerintah Nomor [8 Tahun 2016 tentafﬁg
kelembagaan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomer 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161 .

Dengan...
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: Satuan Eﬁﬁh Perangkat Daurah yang mlmfu."

yang tugas pokok dan fungsinya menangani mtdhuﬁp&nym
fkebersihan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghs
objek dan subjek retribusi,penentuan besarnya retribusi sampai
penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetora
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau proses alam
berbentuk padat.
Jenis Sampah terdiri dari sampah Organik/sampah basah dan sz
Anorganik/sampah kermg.

Sumber Sampah adalah asal imbunan sampah.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah kabupaten berupa Usaha dan pelayanan
vang menyebabkan barang, fasilitas ,atau kemanfaatannya lainnya yang dag
dinikmati oleh orang lain atau badan.

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten Melawi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umi;mr el _' "_
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pemungutan adalah suatu

rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan mb]uk Rﬁiﬁbtﬁ, |
penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan penagihan retribusi kepada ‘
wajib retnibusi serta pengawasan penyvetorannya. |I

12. .[mwnﬁﬂ,t !




Dengan Pérsetujuan Bersama
DEWAN PERWARILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI,
dan
BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penvelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pﬂnnrintnhan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Melawi.

Pejabat adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi.

5. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD
vang tugas pokok dan fungsinya menangani retribusi pelavanan persampahan
/kebersihan.

6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek retribusi,penentuan besarnya retribusi sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penvetorannya.

7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat.

B. Jenis Sampah terdiri dari sampah Organik/sampah basah dan sampah
Anorganik /sampah kering.

5. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah kabupaten berupa Usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas ,atau kemanfaatannya lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang lain atau badan.

11. Jasa umum adalah jasa vang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten Melawi untuk tujuan kepentingan dan kam;ml’nntanu.mum aertn
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pemungutan adalah suatu
rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi,
penentuan besarnya retribusi sa.mpai kegiatan penagihan retribusi kepada
wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Mﬂll"‘n—llllllll 11 TR IN IR |
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18.

19,

20,

21

penyetaran 'Retﬂhuﬁ #ané tnm ang ke Kas I
ditunjuk oleh Pemerintah Kabupatﬂn!ﬂa&m
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang 'se:lsxﬁumw,
keterangan Retribusi yang menetukan bes:
terutang. '
- Subjek Retnbusi

- Objek Retribusi

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
SKRDLB adalah surat keterangan retribusi yang menentukan j
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lehih m}
dari pada retribusi yang terutang atau seharusnva tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adn]ah;
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi ' /
berupa bunga dan [ atau denda

Surat keterangan keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap
SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pih&k,
ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi,

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data,
keterangan, dan/atau  bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengqﬂ
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

22. Penyelidikan...



(1] Objek retribusi pelayanan Persampahan / Kebersihan
persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan  Pe
‘Melawi meliputi ;
a. Pengambilan /pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembt

sementara
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan / atau lokasi pembuangan
sementara ke lokas: pembuangan / pemh_uangan-akhir-smpah; .
¢. Penyediaan lokasi pembuangan / pemusnahan akhir sampah. “
(2] Dikerualikan dari obvek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) adalah:
a. Pelayanan Persampahan | Kebersihan jalan Umum; I

Pelayanan Kebersihan Taman:
Pelayanan Kebersihan Tempat Ibadah;

Pelavanan Kebersihan Tempat sosialidan

& & 8

Pelayanan Kebersihan Tempat Umum lainnya.

Pasal 4
(1) Subjek  Retribusi  adalah  orang pribadi  atau Badan ‘an
menggunakar /menikmati pelayanan persampahan/kebersihan  yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. |




: PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
‘Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan striktur dan bnmm;ta tm:ft' Retribusi
ditetapkan dengan memperhatikan biava pﬂn}ediaan jm ' 2 SHiE
kemampuan Masyarakat, aspek keadilan, dan et‘ekﬂﬁtg; penm
pelavanan tersebut.

(2) Biava sebagaimana dimaksud pada ayat (1] Pasal ini antam iafn
Pewadahan, Pengumpulan, Pemindahan. Pengangkutan, Pe
pembuangan alchir.

(3) Dalam hal Penetapan Tanf sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa
penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya yang dikeluarkan sesuai
ayat (2),

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tmrut!’im
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 9.,

-




'MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTAN
Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktt yang lamanya sama dengan lamanya

Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

Pasal 13
Saat Retribusi terutang terjadi sejak pelayanan diberikan atau diberikan
atau dokumen lain vang dipersamakan

BAB X
TATA ‘CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan. -

(2) Dokumen lain yarg dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)b
Karcis.

= ]

rupa




Bduir’i‘%n
Ketentuan lebih lanjut m;&aﬁm

15 diatur dengan Perntumn Bup&ti
BAB Xi
PEMBAYARAN RETRIBUSI B
Pasal 18
(1) Subjek Retribusi memberikan kepada bendahara penerimaan vang
oleh Dinas.
(2] Subyek Retribusi membayar Retribusi diloket pembayaran retribusi vang telah
ditetapkan Oleh Bupati.
{3) Wajib retribusi membayar retribusi ferutang kepada Bendahara W
dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

HAB XII
PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 19
(1) Wajib Reribusi vang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 16 ayat (1) diberikan Surat Teguran, Surat Peringatan ntnu c",'amt
lain vang sejenis

(2} Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) scbagai awal tindakan Pelaksanaan Penagihan retnbusi
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. |




pelaksaan penagihan retribusi.

Pasal 21

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat

keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan vang diajukan

dengan menerbitkan keputusan keberatan, _mn

(2) Ketentuan sebapaimana dimaksud pada ayat (1] adalah untuk'ﬁm_

kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan ha us
diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atis keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolalk, atau menambah besarnya retribusi yang terutang,

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telzh lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan,

Pasal 22... i



........

p:m%my&mn rembuﬁi dranmp tkab o

dalam janga waktu paling lama 1 {a&tu] ‘bulan:

(4] Apabila wnjih retribusi mempunyai utang mtﬁlmsﬂ .-..,;“,
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada m §M¢
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribus

(5) Pengembalian kelebihan pembayvaran retribusi sebagaimana
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling I’Ema 2 [-ﬂ-l.lﬂ.] ‘bula
diterbitkannva SKRDLE

(6) Jika pengembelian kebiban p‘erﬂha\faran retribusi dﬂakukanmlah Iﬁgﬂr. 2

sebulan atas keterlambatan pembammn-k_ﬂlcbihan pembayar_an--:'e’a‘i’huqﬂ

(7) Ketentuan lebih lamjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur ﬂ.' gan

Peraturan Bupati.
BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa Mﬁah |
melampaui waktu 3 (tigal tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi,
kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi,




penagrhan sudnh Mﬂum dapgb ‘dﬂu@ .

(2) Bupati menetapkan Keputusan pmgimpum ﬁfﬁ%
kedaluwarsa sebagaimana dm&kaud pada ayat [ I] —

(3] Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi

kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN|
RETRIBUSI/SANKSI
Pasal 26
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembe asan dalam
hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan / atau sanksinya.
(2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagamuammksﬁdmmf 5
diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3] Pembebasan retrnibusi sebagimana dimaksud pada ayat [lldxberﬂmd
melihat fungsi objek retribusi,

(%) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringmam
dan pembebasan secbagaimana dimaksud pada avat (1) diatur den
Peraturan Bupati

BAB XVII...




(lima persen)atas damrpmmpﬂmmm tertentu
(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d
meningkatkan :
a. kinerja SKPD;
b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
d. pendapatan daerah;




menjad lﬂnzkaﬁ :tan.ie!a.m
mmﬂﬂﬂ mencari dan mmaumpﬂﬁkm :
atau badan tentang kebenaran pvrbuatan ﬁ;ﬁg
dengan tindak pidana,
. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
sehubungan dengan tindak pidana; |
-memeriksa  buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana;
- melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan hulct{ pembukuy
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
terhadap bahan bulkti tersebut;
. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana;

. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiks
tersangka atau saksi;

i1 Mﬂﬂgﬂm.u
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(1) Wajib retribusi yang tidak melaksane
Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutz
atau kurang dibayar
(2) Tindak Pidana vang dimaksud pada ayat (1) pasal inf adalah pelang

Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) mﬂrupa]eanpauermﬂg

Negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pagal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan [/ Kebersihan dicabut m
dinyatakan tidak berlaku

Pasal 35...




LEMBARAN DAERAH KABUFATEN MELAW] TAHUN 29# NOMOR &

—
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN

BARAT : (3.] / [248) I



Merupakan Kewenangan Daerah I{ah_upaie_n unnﬂcmembuat pa:?uhg 1L
dan melaksanakan pemungutan dilapangan.

Dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Da&rﬂhyﬁng nyata, dmaniig
serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan Pembangunan Daerah 1 o
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya vang berpaalfdﬁgi
Retribusi Daerah harus dikelola lebih berianggung jawab, dmampmg itu lebih
meningkatkan mutu dan jenis pelavanan kepada Masvarakat.

Sejalan...




Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Euku]_;l-jélas
Pasal b

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas




Pasal 17
‘Cukup jeias

1 f-"-'-lill LB

Cukup jelns
‘Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23’

Cukup jé!au

Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas




Pasal3q

e

—

[l
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: Bﬂﬂhk Gﬂfﬂﬂm. ‘Bakso - Soto Sim:.mn dan

sejent
’I‘mda Makﬂnan
Buah! Musmmn

Lapak Savuran

Pl o }

rﬂpm,. b hari
mpr‘f / har
mu.,ﬂm;g‘* hari

|T'b;“' T

Hitel
Hotel Bintang 11

Hotel Bintang [

Hotel Melati
Losmen / Penginapan

| Rp.1.000 / hari

Rp.150.000 / bula
Rp 125000 / bulan
ERR r bl

Rumah Makan

Rumah Makan / Restoran

Cale

Waning Makan / Minum Kios yang dibangun
Pemerintah ( Pusat Kuliner |

Warung Kopi

Kantin

Rp.50,000 / bulan
'Rp.50. ﬁm; bulan

Rp.30.000 / bulan
Rp:20.000 / bulan
Rp.15.000 / bulan

Tempat Hiburan Umum, Rekreasi, Olahraga,
dan Hiburan Lainnys

Bioskop

Salon Kecantikan

Rumah Bilyard

Rp.15.000, / bulan
Rp.20.000 / bulan
Rp.20.000 / bulan




Rumah / Kios Potong Rambut / Basbiar Shop il
Karaoke  Rp.30,000 / bu
Permainan Anak

Tempat kebugaran/fitnes

Show Room Mobil







